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The purpose of this study was to find out the Implementation of Public Information Openness 
at the Public Relations Bureau and the Protocol of the Regional Secretariat of Central Sulawesi 
Province. The foundation of the theory used is the theory of Richard M. Steers (1985) which states 
that there are three factors in measuring the effectiveness of an organization, namely the 
achievement of goals, adaptation and integration. This type of research is Qualitative Descriptive 
which seeks to interpret and interpret the data that is pleasing to the facts, using purposive 
methods, data analysis and discussion with a qualitative analysis approach to collecting data and 
materials through observation and interviews with 6 informants. Based on the results of the 
discussion that the Effectiveness of Public Information Disclosure on the Public Relations Bureau 
and Protocol of the Central Sulawesi Provincial Secretariat has been running optimally in order to 
improve socialization activities at the District / City level regarding public information disclosure. 
However, the capacity of Human Resources still needs to be improved considering the use of 
technological developments in the Globalization Era which is increasingly sophisticated and 
efficient. 




Pada era reformasi tuntutan masyarakat 
terhadap aparatur pemerintah hampir berbalik 
seratus delapan puluh derajat jika 
dibandingkan pada masa orde baru. 
Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru 
pada Tahun 1998 telah mengubah paradigma 
pemerintahan di Indonesia untuk menganut 
sistem demokrasi. Terbentuknya sistem 
demokrasi tersebut membuat pemerintah 
dalam penyelenggaraan Negara menajdi lebih 
terbuka dan transparan, termasuk diantaranya 
dalam hal penyediaan informasi. Penyediaan 
informasi dilakukan secara lebih terbuka 
dikarenakan rakyat berhak untuk mengetahui 
informasi-informasi pemerintahan dalam hal 
penyelenggaraan Negara. Demi terciptanya 
sebuah siklus yang baik antara hak 
masyarakat dengan kewajiban badan publik 
dalam mewujudkan keterbukaan infromasi, 
pemerintah pun mengeluarkan kebijakan 
sebagi payung hukum. Kebijakan tersebut 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi 
Publik. 
Dalam organisasi pemerintah, 
pelayanan kepada masyarakat  adalah tujuan 
utama yang telah menjadi kewajiban dalam 
menyelenggarakan pelayanan dengan 
menciptakan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. Membangun kepercayaan 
masyarakat atas pelayanan publik yang 
dilakukan oleh penyelenggara merupakan 
kegiatan yang harus terus menerus dilakukan 
seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh 
warga Negara sebagai upaya untuk 
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga 
Negara serta terwujudnya tanggung jawab 
Negara dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik yang harus dibarengi dengan 
keterbukaan informasi kepada publik. 
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Mewujudkan hubungan yang harmonis antara 
satu orang dengan orang lain memiliki makna 
penting dalam organisasi tersebut. Adanya 
saling ketergantungan antara individu dengan 
organisasi maupun organisasi dengan badan 
publik telah menciptakan kebutuhan akan 
fungsi baru dalam manajemen, fungsi itulah 
yang disebut dengan hubungan masayarakat.  
Berdasarkan hasil observasi lapangan 
yang telah dilakukan oleh peneliti pada Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah sebelum 
melakukan penelitian dengan merujuk kepada 
Efektivitas pelayanan pada Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah dapat diukur dengan 
menggunakan teori Efektivitas yang 
dikemukakan oleh Richard M. Steers 
(1985:53) di mana untuk melakukan evaluasi 
atau penilaian terhadap efektivitas suatu 
organisasi khususnya dalam hal ini adalah 
efektivitas keterbukaan informasi publik 
pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan 
menggunakan lima indikator dalam teori 
efektivitas, yaitu: 1) Produktivitas; 2) 
Kemampuan Adaptasi Kerja; 3) Kepuasan 
Kerja; 4) Kemampuan Berlaba; 5) Pencarian 
Sumber daya. Hasil observasi awal penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan 
sumber daya manusia di Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah menyebabkan belum 
maksimalnya efektivitas keterbukaan 
informasi publik, sehingga beberapa tupoksi 
kerja yang dipegang oleh biro tersebut seperti 
melaksanakan kegiatan peliputan dan 
dokumentasi agenda atau aktivitas Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
penyusunan press release agenda atau 
aktivitas dan kebijakan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, fasilitas 
kehumasan melalui dialog tatap muka antara 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
dengan warga masyarakat Sulawesi Tengah 
belum berjalan dengan maksimal.  
Selain itu juga, dalam hal produktivitas 
kerja untuk efektivitas Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah ditemukan kurangnya 
koordinasi antara humas dengan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) terkait tentang 
publikasi program-program OPD. Hal itu 
mengakibatkan ada beberapa program OPD 
terkait tidak tersampaikan oleh masyarakat 
secara luas. Masyarakat dalam menyampaikan 
keluhan, pertanyaan, informasi, maupun usul 
atau saran melalui humas dan kemudian 
humas akan menyampaikan tersebut kepada 
OPD terkait namun pelayanan keluhan, 
pertanyaan, informasi maupun usul atau saran 
tersebut membuat masyarakat menunggu dan 
penyelesaian keluhan dan pengaduan lama 
untuk terselesaikan. Terlihat dari website 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
www.sultengprov.go.id dalam melakukan 
proses penyebaran informasi kepada 
masyarakat yang saat ini masih dalam proses 
pembaharuan server website dikarenakan 
berita maupun gambar pada website tersebut 
sangat mudah diretas oleh masyarakat-
masyarakat yang tidak bertanggung jawab 
sehingga upaya yang dilakukan oleh Biro 
Humas dan Protokol sampai saat ini terus 
mengkoordinasikan dengan pihak divisi 
Sumber Daya Manusia atau biasa disebut 
Human Resources Departement (HRD). 
Berdasarkan uraian latar belakang 
permasalahan diatas, maka penulis tertarik 
mengambil judul penelitian tentang 
“Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik 
pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat 




Jenis penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
dengan pendekatan deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah salah satu jenis penelitian 
yang tujuannya untuk menyajikan gambaran 
lengkap mengenai setting social atau 
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi 





mengenai suatu fenomena atau kenyataan 
sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah 
variable yang berkenaan dengan masalah dan 
unit  yang diteliti antara fenomena yang diuji 
seperti pendapat dari Bogdan dan Taylor 
dalam Moleong (2011:4). Adapun lokasi 
penelitian ini adalah pada Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) 
Tingkat efektivitas dapat diukur dengan 
membandingkan antara rencana atau target 
yang telah ditentukan dengan hasil yang 
dicapai, maka apabila usaha atau hasil 
pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai 
sesuai dengan rencana maka hal itu dapat 
dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, 
efektivitas merupakan pencapaian tujuan 
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi 
masukan (input) maupun keluaran (output). 
Pembahasan tentang keterbukaan 
informasi publik didalam sistem Negara yang 
demokratis selalu terkait dengan 
pemerintahan yang terbuka (open 
government) dan tata pemerintahan yang baik 
(good governance). Good governance 
mensyaratkan pemerintahan terbuka sebagai 
salah satu pondasinya dan kebebasan 
informasi merupakan salah satu prasyarat 
untuk menciptakan pemerintahan yang 
terbuka. Dengan demikian hak publik untuk 
memperoleh informasi merupakan prasyarat 
penting untuk mewujudkan pemerintahan 
yang terbuka dan dapat dilihat sebagai upaya 
untuk mencegah timbulnya praktek-praktek 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam 
mengelolah sumber daya publik. 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) yang sudah berlangsung sejak 
Tahun 2008 ini telah mencapai rata-rata 
kepatuhan dasar pembentukan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
baru mencapai 48,27%. Rendahnya 
pencapaian ini bukan hanya terjadi pada 
Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten 
yang baru mencapai 170 dari 399 Kabupaten 
42,61%, namun juga pada lembaga Negara 
setingkat Kementerian/LSN/LSP yang baru 
tercapai 41 dari 129 lembaga 31,78%. 
Padahal terbentuknya PPID pada Badan 
Publik ini baru tahap awal dari upaya 
mewujudkan transparansi penyelenggaraan 
Negara. Selain itu, baru sebagian kecil PPID 
yang sudah berfungsi secara optimal. 
Dalam penerapan Keterbukaan 
Informasi Publik pada Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah sudah berjalan tetapi masih 
banyak hal-hal yang menjadi kendala dalam 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat 
Sulawesi Tengah.  
Selanjutnya, fakta yang terjadi di Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai 
koordinator PPID di kawasan Provinsi 
Sulawesi Tengah dalam masa pembentukan 
PPID di Kabupaten/Kota dapat dikatakan 
belum maksimal. Hal tersebut disebabkan 
oleh implementasi pelaksanaan keterbukaan 
informasi publik oleh Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah belum memiliki basis data 
informasi yang lengkap dan update yang 
dihimpun dari seluruh Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah. 
Selain itu, kendala tersebut disebabkan juga 
leh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 
seperti ruangan pelayanan yang belum 
memadai. Untuk itu lebih jelasnya, terkait 
dengan permasalahan tersebut maka akan 
dibahas berdasarkan hasil penelitian ini 
mengenai Efektivitas Keterbukaan Informasi 
Publik pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
ini, peneliti menggunakan pendekatan pada 
teori ukuran efektivitas yang dikembangkan 
oleh Richard M. Steers (1985:53), beikut 
penulis  menguraikan secara rinci terhadap 
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hasil penelitian agar pembahasan 
mendapatkan penguatan teori dan peraturam-
peraturan yang ada. 
 
Produktivitas 
Konsep produktivitas pada dasarnya 
dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi 
individu dan dimensi organisasi. Pengkajian 
masalah produktivitas dari dimensi individu 
tidak lain melihat produktivitas terutama 
dalam hubungannya dengan karakteristik-
karakteristik kepribadian individu. Dalam 
konteks ini esensi pengertian produktivitas 
adalah sikap mental yang selalu mempunyai 
pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 
harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari 
esok harus lebih baik dari hari ini. Sementara 
itu ditinjau dari dimensi keorganisasian, 
konsep produktivitas secara keseluruhan 
merupakan dimensi lain dari pada upaya 
mencapai kualitas dan kuantitas suatu proses 
kegiatan berkenaan dengan bahasan ilmu 
ekonomi. Oleh karena itu, selalu berorientasi 
kepada bagaimana berpikir dan bertindak 
untuk mendayagunakan sumber masukan agar 
mendapat keluaran yang optimum. Dengan 
demikian konsep produktivitas dalam 
pandangan ini selalu ditempatkan pada 
kerangka hubungan teknis antara masukan 
dan keluaran. 
Untuk lebih jelasnya, terkait dengan 
produktivitas adalah kuantitas atau volume 
dari produk atas jasa pokok yang dihasilkan 
organisasi. Untuk menilai tingkat 
produktivitas yang dilakukan oleh Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, maka akan 
dilakukan evaluasi terhadap tingkat 
keberhasilan instansi tersebut dalam 
melakukan tingkat keterbukaan informasi 
publik dalam setiap rentan waktu yang telah 
ditentukan. Berikut hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Bapak Drs. Moh. Haris Kariming, 
menyatakan bahwa: 
“Saya menganggap bahwa untuk 
produktivitas terkait dengan Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah belum berjalan dengan 
maksimal, hal itu disebabkan oleh kuantitas 
dan kualitas dari sumber daya manusia yang 
kami miliki sehingga menyebabkan 
kurangnya akses terhadap peningkatkan 
produkvitas pada permasalahan tersebut” 
(wawancara dilakukan pada tanggal 10 juli 
2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Dinas Komunikasi, Infomasi, 
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi 
Tengah, Bapak Muh. Nizam, SH, MH, 
menyatakan bahwa : 
“Saya juga menganggap bahwa produktivitas 
keterbukaan informasi publik kepada 
masyarakat melalui Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
belum berjalan dengan maksimal karena 
keterbatasan permasalahan personil kerja 
atau jumlah pegawai” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 10 juli 2018) 
Hal ini juga sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kabag Protokol 
dan Perjalanan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Bapak Eddy Nicolas Lesnusa, menyatakan 
bahwa : 
“Seperti apa yang disampaikan oleh Pak 
Kepala Biro, saya menyadari kami masih 
kekurangan jumlah sumber daya manusia 
atau pegawai untuk dapat menghandle 
kegiatan KIP tersebut” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018) 
Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Acara pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Fauziah, SH juga mengatakan bahwa: 
“Beginilah kondisi yang kami hadapi, terkait 
dengan produktivitas. Kami belum bisa 
terlalu produktif karena kami memiliki 
keterbatasan dalam jumlah sumber daya 
manusia” ((Wawancara dilakukan pada 
tanggal 10 Juli 2018) 





Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Tamu dan 
Pimpinan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Nova N. Magania, S.Sos juga mengatakan 
bahwa: 
“Belum maksimal yah Bu, soalnya kami 
masih kekurangan pegawai” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018) 
Selain itu peneliti juga melakukan 
wawancara dengan rgbeberapa wartawan 
media cetak yang ada di Provinsi Sulawesi 
Tengah, yaitu media cetak Radar Sulteng 
mengatakan bahwa: 
“Saya sebagai pengamat dan juga wartawan 
meyakini bahwa mereka atau biro ini masih 
kekurangan pegawai untuk dapat 
melaksanakan semua aktivitas dan kegiatan 
untuk keterbukaan informasi publik, makanya 
produktivitas mereka agak terganggu atau 
belum maksimal” (Wawancara dilakukan 
pada tanggal 10 Juli 2018) 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh 
salah satu wartawan media cetak Antara 
mengatakan bahwa: 
“Sesuai dengan pernyataan rekan kerja saya, 
saya beranggapan demikian. Mereka 
membutuhkan penambahan personil untuk 
meningkatkan produktivitas kerja mereka” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 
2018) 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa efektivitas melalui hasil evaluasi 
produktivitas kerja Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
menunjukkan bahwa belum maksimal. Hal 
tersebut disebabkan oleh jumlah sumber daya 
manusia di Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
yang dianggap masih kurang untuk 
menjalankan seluruh tupoksi kerja yang 
dibebankan dalam rangka peningkatkan 
efektivitas keterbukaan informasi publik. 
Demikian halnya, dalam Laporan 
Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 
(LAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2018 yang 
menunjukkan bahwa jumlah sumber daya 
manusia atau pegawai di Biro Humas dan 
Protokol belum mencukupi untuk memenuhi 
untuk menjalankan program kerja yang telah 
ditentukan. Konsep produktivitas dirasa 
terlalu sempit dan kemudian dengan mencoba 
mengembangkan satu ukuran produktivitas 
yang lebih luas dengan memasukkan seberapa 
besar pelayanan publik itu memiliki hasil 
yang diharapkan sebagai salah satu indikator 
kinerja yang penting. 
 
Kemampuan Adaptasi Kerja 
Kemampuan adaptasi kerja adalah 
kemampuan organisasi untuk menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya. Untuk itu 
digunakan tolak ukur proses pengadaan dan 
pengisian tenaga kerja. Keterbatasan Sumber 
Daya Manusia secara kuantitas pada Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah menyebabkan 
terbatasnya jumlah pegawai terhadap 
pemberian pelayanan tentang Keterbukaan 
Informasi Publik ini masih kurang optimal, 
selain keterbatasan Jumlah Pegawai yang 
menjadi penyebabnya yaitu dalam 
penyesuaian penggunaan alat-alat teknologi 
yang berfungsi mempermudah dalam hal-hal 
pekerjaan. Selain itu juga penyesuaian 
wewenang yang dimiliki masih kurang karena 
masih banyak Sumber Daya Manusia yang 
dituntut harus multi-tasking, sehingga banyak 
pegawai yang kesulitan jika masyarakat ingin 
memperoleh informasi secara cepat dan tepat. 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Drs. 
Moh. Haris Kariming, menyatakan bahwa : 
“Menurut saya sudah berjalan dengan baik 
ya, para pegawai dapat beradaptasi kerja 
dengan maksimal karena mereka 
mendapatkan pelatihan-pelatihan sesuai 
dengan program kerja yang ditetapkan. 
Informasi yang dibutuhkan masyarakat itu 
memang harus cepat di sampaikan. Karena 
Bapak Gubernur Sulawesi Tengah juga sudah 
memberi perhatian khusus terhadap PPID 
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karena memperoleh informasi termasuk Hak 
Asasi Manusia yang dilindungi Undang-
Undang” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 09 juli 2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Dinas Komunikasi, Infomasi, 
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi 
Tengah,     Bapak Muh. Nizam, SH, MH, juga 
menanggapi bahwa : 
“Saya menganggap bahwa kemampuan 
adaptasi kerja oleh para pegawai dalam 
lingkup Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah 
berjalan dengan baik” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 10 juli 2018) 
Hal ini juga sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kabag Protokol 
dan Perjalanan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Bapak Eddy Nicolas Lesnusa, menyatakan 
bahwa : 
“Kalau dilihat dengan perkembangan 
teknologi yang serba canggih seperti 
sekarang ini, agar informasi tata kelola 
pemerintahan dapat terpublikasikan dengan 
baik, masyarakat bisa juga untuk langsung 
mengakses melalui website, sehingga saya 
menyadari bahwa para pegawai dari segi 
kemampuan adaptasi kerja di Biro Humas 
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan 
baik” (Wawancara dilakukan pada tanggal 
09 juli 2018) 
Selain itu hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Acara pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Fauziah, SH juga mengatakan bahwa : 
“Saya menyadari dan mengapresiasi kepada 
seluruh pegawai dalam lingkup Biro Humas 
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah sudah dapat beradaptasi 
dengan baik, sehingga mereka dapat 
menyelesaikan pekerjaan mereka dengan 
baik”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 
09 juli 2018) 
Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Tamu dan 
Pimpinan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Nova N. Magania, S.Sos juga mengatakan 
bahwa: 
“Kemampuan beradaptasi dari para pegawai 
di lingkungan Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
sudah berjalan dengan maksimal, karena 
mereka telah mendapatkan pelatihan dan 
pengembangan terkait dengan masing-masing 
program yang telah  ditentukan” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 juli 
2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan para 
wartawan media massa menyatakan bahwa : 
“Sebagai wartawan dimana tugas kami 
adalah sebagai partner kerja mereka di biro 
tersebut, setiap harinya kami bersama jadi 
kami menganggap bahwa mereka telah 
beradaptasi dengan baik” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 09 juli 2018) 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh 
salah satu wartawan media cetak Antara 
mengatakan bahwa : 
“Saya juga sepakat, dimana para pegawai di 
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 
kemampuan beradaptasi dengan baik karena 
mereka sering mendapatkan pelatihan untuk 
meningkatkan kapasitas yang mereka miliki” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 juli 
2018). 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa efektivitas Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
terkait dengan kemampuan adaptasi kerja 
sudah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut 
disebabkan oleh banyaknya program 
pelatihan dan pengembangan kapasitas yang 
diberikan kepada para pegawai di Biro 
tersebut dalam rangka agar para pegawai 
tersebut memiliki kapasitas yang tinggi, 
sehingga dapat menyesuaikan serta 
beradaptasi dengan maksimal dalam 
menyelesaikan program kerja baru yang telah 





ditentukan. Demikian halnya dalam Laporan 
Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 
(LAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2018 yang 
menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 
beberapa program pelatihan dan 
pengembangan kapasitas kerja para pegawai 
di Biro Humas dan Protokol agar para 
pegawai tersebut dapat mengalami 
peningkatkan kualitas untuk meningkatkan 
efektivitas kerja sesuai dengan program yang 
telah ditetapkan atau ditentukan. 
 
Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja adalah tingkat 
kesenangan yang dirasakan seseorang atas 
peranan atau pekerjaannya dalam organisasi, 
ini dihasilkan dari persepsi pekerja mengenai 
pekerjaannya. Tingkat rasa puas individu 
bahwa mereka mendapat imbalan yang 
setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi 
pekerjaan dan organisasi tempat mereka 
berada, kondisi psikologis ini akan 
termanifestasi pada sikap kerja individu yang 
selanjutnya akan berpengaruh pada prestasi 
kerja. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan 
hasil evaluasi terhadap indikator kepuasan 
kerja oleh Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
terkait dengan efektivitas kerja adalah sebagai 
berikut. 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Drs. 
Moh. Haris Kariming, menyatakan bahwa : 
“Saya menganggap bahwa para pegawai di 
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 
kepuasan kerja yang maksimal karena para 
pegawai tesebut telah diberikan berupa 
award dari Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah yang diatur dalam 
Peraturan Gubernur bagi mereka yaitu 
Tambahan Penghasilan Pegawai seuai 
dengan prestasi kerja yang mereka lakukan” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 juli 
2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Dinas Komunikasi, Infomasi, 
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi 
Tengah, Bapak Muh. Nizam, SH, MH, juga 
menanggapi bahwa : 
“Saya menyadari bahwa para pegawai telah 
memiliki kepuasan kerja yang baik di Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, soalnya mereka 
mendapatkan dukungan dari pemerintah” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 juli 
2018) 
Hal ini juga sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kabag Protokol 
dan Perjalanan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Bapak Eddy Nicolas Lesnusa, menyatakan 
bahwa: 
“Sudah berjalan dengan maksimal yah, 
terkait dengan kepuasan kerja di Biro Humas 
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah” (Wawancara dilakukan 
pada tanggal 09 juli 2018) 
Selain itu hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Acara pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Fauziah, SH juga mengatakan bahwa : 
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
para pegawai khususnya pegawai di Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah  apabila mereka 
berpretasi, sehingga hal itu dapat 
memberikan pengaruh positif yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja mereka” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 juli 
2018) 
Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Tamu dan 
Pimpinan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Nova N. Magania, S.Sos juga mengatakan 
bahwa: 
“Saya ingin menyampaikan bahwa para 
pegawai Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
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telah memiliki kepuasan kerja yang 
maksimal” (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 13 juli 2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan para 
wartawan media massa menyatakan bahwa : 
“Saya setuju dan sepakat bahwa para 
pegawai Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
memiliki kepuasan kerja yang baik dan 
maksimal sesuai dengan apresiasi yang 
diberikan kepada mereka” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 09 juli 2018) 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh 
salah satu wartawan media cetak Antara 
mengatakan bahwa : 
 “Saya juga sependapat dengan rekan kerja 
saya bahwa para pegawai Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah memiliki kepuasan kerja 
yang baik dan maksimal sesuai dengan 
apresiasi yang diberikan kepada mereka” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 juli 
2018) 
 Hasil wawancara tersebut 
menunjukkan bahwa para pegawai di Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kepuasan 
kerja yang maksimal terkait dengan 
efektivitas kerja keterbukaan informasi 
publik. Hal tersebut disebabkan oleh apresiasi 
serta dukungan yang tinggi kepada para 
pegawai tersebut apabila mereka memiliki 
prestasi kerja yang baik. Demikian halnya 
dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja 
Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 
menunjukkan bahwa para pegawai yang 
memiliki prestasi akan diberikan apresiasi 
berupa penyesuaian Tambahan Penghasilan 
Pegawai (TPP) untuk meningkatkan kepuasan 
kerja yang mereka miliki. 
 
Kemampuan Berlaba 
Kemampuan berlaba sebenarnya 
merupakan kondisi sejauhmana faktor 
pertama yaitu kemampuan menyesuaikan diri, 
faktor kedua yaitu produktivitas kerja dan 
faktor ketiga yaitu kepuasan kerja telah 
dimiliki oleh para karyawan sehingga terlihat 
hasil kerja mereka. Kemampuan berlaba yang 
tinggi akan memperlihatkan tingkat 
efektivitas kerja yang tinggi pula, sehingga 
pada akhirnya menjadi cirri tercapainya 
tujuan suatu organisasi. Penghasilan atas 
penanaman modal yang dipakai untuk 
menjalankan organisasi dilihat dari sudut 
pandangan si pemilik. Jumlah dari sumber 
daya yang masih tersisa setelah semua baiaya 
dan kewajiban dipenuhi, kadang-kadang 
dinyatakan dalam presentase. Untuk lebih 
jelasnya, terkait dengan kemampuan berlaba 
oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
rangka evaluasi efektivitas ketebukaan 
informasi publik adalah sebagai berikut. 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Drs. 
Moh. Haris Kariming, menyatakan bahwa : 
“Sebagai pejabat yang baik tentu harus 
melayani wartawan untuk mendapatkan 
berita, tidak menghalang-halangi dalam 
memberikan keterangan dan sebatas 
pemenuhan informasi publik yang diminta 
lewat jurnalis, selanjutnya para pegawai juga 
kami upayakan agar dapat melakukan 
penyesuaian dengan baik jadi saya anggap 
kemampuan berlaba telah berjalan dengan 
baik” (Wawancara dilakukan pada tanggal 
09 juli 2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, 
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi 
Tengah, Bapak Muh. Nizam, SH, MH, juga 
menanggapi bahwa : 
“Saat ini Pemerintah Daerah provinsi 
Sulawesi Tengah khususnya di Dinas 
Komunikasi, Infomasi, Persandian dan 
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sudah 
melaksanakan sosialisasi Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
informasi Publik” (Wawancara dilakukan 
pada tanggal 10 juli 2018) 





Hal ini juga sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kabag Protokol 
dan Perjalanan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Bapak Eddy Nicolas Lesnusa, menyatakan 
bahwa: 
“Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
Biro Humas dan Protokol juga gencar-
gencarnya melakukan kegiatan sosialisasi-
sosialisai tentang Peraturan Pemerintahan 
Nomor 61 Tahun 2010 ditingkat 
Kabupaten/Kota, kami membebankan kepada 
para pegawai untuk dapat menyesuaikan 
serta beradaptasi dengan baik dalam rangka 
untuk peningkatkan efektivitas kerja” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 juli 
2018) 
Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Acara pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Fauziah, SH juga mengatakan bahwa : 
“Saya menyadari bahwa para pegawai kami 
memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga 
mereka mampu melakukan penyesuaian diri 
dengan baik untuk meningkatkan efektivitas 
kerja di Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 09 juli 
2018) 
Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Tamu dan 
Pimpinan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Nova N. Magania, S.Sos juga mengatakan 
bahwa: 
“Kalau dalam kegiatan sosialisasi 
mengundang sekaligus dalam jumlah banyak, 
penyerapan ilmunya kurang begitu baik dan 
pelatihannya juga kurang efektif, makanya 
kami memberikan kesempatan kepada para 
pegawai untuk bisa mendapatkan pelatihan 
dan pengembangan diri yang baik bagi 
mereka agar mereka dalam melakukan 
penyesuaian kerja dengan cepat dan baik” 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 juli 
2018) 
Hasil wawancara peneliti dengan para 
wartawan media massa menyatakan bahwa : 
“Saya sebagai partner kerja mereka yaitu 
wartawan menganggap para pegawai di Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyesuikan 
diri dalam program kerja mereka dengan 
baik” (Wawancara dilakukan pada tanggal 
09 juli 2018) 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh 
salah satu wartawan media cetak Antara 
mengatakan bahwa : 
“Saya sepakat dan setuju dengan apa yang 
disampaikan oleh rekan kerja saya bahwa 
para pegawai di Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
dapat menyesuikan diri dalam program kerja 
mereka dengan baik”(Wawancara dilakukan 
pada tanggal 13 juli 2018) 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa indikator kemampuan berlaba oleh 
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan 
efektivitas Keterbukaan Informasi Publik 
sudah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut 
disebabkan oleh kemampuan dari sumber 
daya manusia di Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sualwesi Tengah 
yang telah memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi dengan maksimal sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas kerja dari biro 
tersebut dan juga sebenarnya bahwa hal 
tersebut merupakan kondisi sejauhmana 
faktor pertama yaitu kemampuan 
menyesuaikan diri, faktor kedua yaitu 
produktivitas kerja dan faktor ketiga yaitu 
kepuasan kerja telah dimiliki oleh para 
karyawan sehingga terlihat hasil kerja mereka. 
 
Pencarian Sumber Daya 
Pencarian sumber daya mencakup tiga 
bidang yang saling berhubungan yaitu 
kemampuan mengintegrasikan berbagai sub 
sistem sehingga mampu mengkoordinasikan 
dengan tepat dan mengarah pada tujuan 
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organisasi dengan efektif. Penetapan dan 
pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan 
yang mendukung peningkatan efektivitas 
kerja mereka. Penelaahan organisasi itu 
sendiri dengan mengadakan umpan balik dan 
pengendalian. Ketiga bidang tersebut tidak 
dapat terpisah satu sama lain, tetapi harus 
dilakukan ketiga-tiganya dengan seiring dan 
sejalan ketiganya merupakan usaha 
pemanfaatan sumber daya sehingga pada 
akhirnya akan mencapai efektivitas kerja yang 
diharapkan. Untuk lebih jelasnya, terkait 
dengan pencarian sumber daya dalam 
efektivitas keterbukaan informasi publik oleh 
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai 
berikut. 
Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Drs. 
Moh. Haris Kariming, menyatakan bahwa : 
 “Keterbukaan informasi sudah menjadi 
mandstream, artinya orang-orang saat ini 
sudah banyak yang berbicara tentang 
keterbukaan informasi, transparansi dan 
kebebasan akses. yah itu sudah merupakan 
hal positif dalam langkah awal pada Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah”. (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 09 juli 2018) 
 Hasil wawancara peneliti dengan 
Kepala Dinas Komunikasi, Infomasi, 
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi 
Tengah, Bapak Muh. Nizam, SH, MH, 
menyatakan bahwa : 
 “Untuk mewujudkan suatu prasyarat utama, 
yaitu adanya keterbukaan informasi publik. 
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14/2008 
sangat relevan dalam mewujudkan tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
akuntabel, transparan, efektif dan efisien” 
ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informasi 
dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah 
ini.(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 
juli 2018) 
 Hal ini juga sesuai dengan hasil 
wawancara peneliti dengan Kabag Protokol 
dan Perjalanan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Bapak Eddy Nicolas Lesnusa, menyatakan 
bahwa: 
 “Seperti pada penjelasan Kepala Biro Humas 
dan Protokol tadi, jika dilihat pada 
kenyataannya di Provinsi Sulawesi Tengah ini 
tingkat kesadaran masyarakat terhadap 
keterbukaan informasi publik menjadi bukti 
kemajuan besar tentang Undang-Undang 
KIP”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 
09 juli 2018) 
 Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Acara pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Fauziah, SH juga mengatakan bahwa : 
 “Sejauh ini implementasi Undang-Undang 
KIP belum berjalan dengan maksimal karena 
secara paradigma belum banyak sosialisasi-
sosialisai yang dilaksanakan, padahal hal itu 
menjadi bagian penting bagi instansi 
pemerintah baik tingkat nasional dan 
daerah”. (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 10 juli 2018) 
Adapun hasil wawancara peneliti 
dengan Kepala Sub Bagian Tamu dan 
Pimpinan pada Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
Ibu Nova N. Magania, S.Sos juga mengatakan 
bahwa : 
 “Pada prinsipnya suatu informasi bagi 
perangkat Daerah dimanapun, kapanpun 
tidak boleh lagi ada yang di sembunyikan 
kecuali itu bersifat rahasia atau berhubungan 
dengan dokumen kenegaraan” (Wawancara 
dilakukan pada tanggal 13 juli 2018) 
Selain itu peneliti juga melakukan 
wawancara dengan beberapa wartawan media 
cetak yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, 
yaitu media cetak Radar Sulteng mengatakan 
bahwa: 
 “Setiap masyarakat berhak memperoleh 
informasi yang lengkap dan akurat dan untuk 
meminta informasi kepada pemerintah juga 
sesuai prosedur. sebab informasi publik saat 
ini sudah menjadi kebutuhan pokok 





masyarakat apalagi dengan tingkat kebutuhan 
informasi yang sangat diperlukan terutama 
media elektronik maupun media sosial”. 
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 juli 
2018) 
Pendapat lain yang dikemukakan oleh 
salah satu wartawan media cetak Antara 
mengatakan bahwa : 
 “Sebagai wartawan kami juga tetap harus 
sesuai dengan rambu-rambu peraturan 
perUndang-Undangan, baik pihak yang 
memberi maupun yang meminta informasi 
publik, keduanya juga harus mengikuti 
koridor ketentuan hukum. Tidak bisa 
sembarangan”. (Wawancara dilakukan pada 
tanggal 13 juli 2018) 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa Biro Humas dan Protokol Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait 
dengan pencarian sumber daya dalam rangka 
untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas 
kerja belum mencapai hasil yang maksimal. 
Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya 
koordinasi yang maksimal dalam setiap 
program dan sub bidang kerja untuk 
meningkatkan efektivitas kerja serta dengan 
tepat dan mengarah pada tujuan organisasi 
dengan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh 
dukungan yang belum cukup dari segi 
pembiayaan dalam pengelolaan keterbukaan 
informasi sesuai dengan Laporan 
Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah 
(LAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2018 dimana 
keterbukaan informasi yang akan diberikan 
kepada masyarakat mempunyai konsekuensi 
informasi tersebut harus valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan hal ini sangat 
membutuhkan anggaran yang sangat besar, 
karena informasi selalu berkembang dan 
dinamis, sehingga pengelolaan informasi 
menyesuaikan dengan perkembangan 
informasi yang ada, pengumpulan dan update 
data informasi pun harus setiap saat dilakukan 
dan di validkan sehingga dari segi fasilitas 
sarana dan prasarana pun harus menyesuaikan 
dengan bentuk informasi yang akan di 
berikan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 
1. Produktivitas, Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah menunjukkan bahwa belum 
maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh 
jumlah sumber daya manusia di Biro 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah yang dianggap 
masih kurang untuk menjalankan seluruh 
tupoksi kerja yang dibebankan dalam 
rangka peningkatkan efektivitas 
keterbukaan informasi publik. 
2. Kemampuan adaptasi kerja, Biro Humas 
dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah terkait dengan 
kemampuan adaptasi kerja sudah berjalan 
dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan 
oleh banyaknya program pelatihan dan 
pengembangan kapasitas yang diberikan 
kepada para pegawai di Biro tersebut 
dalam rangka agar para pegawai tersebut 
memiliki kapasitas yang tinggi, sehingga 
dapat menyesuaikan serta beradaptasi 
dengan maksimal dalam menyelesaikan 
program kerja baru yang telah ditentukan. 
3. Kepuasan kerja, Biro Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah memiliki kepuasan kerja yang 
maksimal terkait dengan efektivitas kerja 
keterbukaan informasi publik. Hal tersebut 
disebabkan oleh apresiasi serta dukungan 
yang tinggi kepada para pegawai tersebut 
apabila mereka memiliki prestasi kerja 
yang baik. 
4. Kemampuan berlaba, Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah terkait dengan efektivitas 
Keterbukaan Informasi Publik sudah 
berjalan dengan maksimal. 
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5. Pencarian Sumber Daya, Biro Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah terkait dengan pencarian 
sumber daya dalam rangka untuk 
melakukan evaluasi terhadap efektivitas 
kerja belum mencapai hasil yang 
maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh 
tidak adanya koordinasi yang maksimal 
dalam setiap program dan sub bidang kerja 
untuk meningkatkan efektivitas kerja serta 
dengan tepat dan mengarah pada tujuan 
organisasi dengan efektif. 
 
Rekomendasi  
Berdasarakan kesimpulan penelitian 
tersebut, maka rekomendasi yang dapat 
peneliti berikan dalam penelitian ini adalah 
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah perlu 
meningkatkan kapasitas Sumber Daya 
Manusia mengingat penggunaan 
perkembangan dunia elektronik di Era 
Globalisasi yang semakin canggih dan 
berdaya guna. Selain itu juga, Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bisa lebih 
giat dalam mengedukasi masyarakat agar 
tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses 
perkembangan pemerintah bisa diawasi secara 
maksimal. 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 Peneliti mengakui bahwa dalam 
pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah 
banyak mendapat banyak bantuan, petunjuk, 
dan arahan dari Ketua Tim Pembimbing dan 
Anggota Tim Pembimbing. Semoga 
penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang 
bermanfaat dan mendorong lahirnya karya 
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